BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya;

Perlindungan hukum bagi pasien pengguna BPJS yang
mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh Rumah Sakit masih lemah.
Kurangnya pengetahuan pasien pengguna BPJS terhadap hak-hak
yang dimilikinya menjadikan permaslahan tersebut terus berulang.
Selain itu pihak dari BPJS seolah-olah menutup mata dalam melihat
kasus-kasus seperti ini. Sebagai badan hukum publik, BPJS
bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat untuk
memberikan pelayanan yang terbaik termasuk diantaranya terjaminnya
hak dan kewajiban peserta. Bahwa penyelengaraan Rumah Sakit
masih jauh dari tujuannya dan fungsi soialnya, walaupun pasien
menggunakan BPJS Kesehatan Rumah Sakit tidak boleh membeda-
bedakan sehingga membuat ketimpangan antara pasien pengguna
BPJS kesehatan dengan pasien umum lainya. Pasien pengguna BPJS
adalah konsumen yang dalam menggunakan jasa pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit dilindungi oleh Undang-Undang.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pasien pengguna BPJS jika
mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh Rumah Sakit yaitu dapat
menempuh upaya nonlitigasi (diluar pengadilan) dan upaya litigasi

(melalui jalur pengadilan). Sebelum menempuh upaya-upaya hukum
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terlebih dahulu pasien melakukan pengaduan kepada pihak penendali
mutu dan pengaduan BPJS. Selanjutnya jika dalam proses mediasi
tidak tercapainya perdamaian maka penyelesaian dapat dilakuakan
secara litigasi. Karena pasien pengguna BPJS adalah konsumen,
maka permaslahan tersebut dapat menempuh upaya penyelesaian
melalui Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).
B. Saran
BPJS sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan nasional
seharusnya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar
lebih mengetahui hak-hak dan kewajibanya, selain itu pihak BPJS
pun harus turut mendampingi pengguna BPJS dalam melakukan
langkah-langkah hukum, karena pada umumnya tidak semua
masyarakat mengetahui tentang prosedur dan/atau upaya-upaya
terkait dengan hal tersebut. Seharusnya penyelenggaraan Rumah
Sakit pun harus dimaknai dengan tugas sosial, sehingga tidak
selalu menitikberatkan kepada keuntungan semata. BPJS sebagai
badan hukum publik perlu membuat peraturan untuk memberikan
perlindungan kepada pengguna BPJS dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Karena di dalam Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelengara
Jaminan Sosial tidak ada satu Pasal pun hal yang mengatur
tentang hubungan hukum pengguna BPJS dengan Mitra BPJS

(Rumah Sakit).
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BPJS tidak boleh menutup mata melihat perlakuan-perlakuan
diskriminatif seperti ini, sebaliknya Rumah Sakit sebagai mitra dari
BPJS seharusnya dapat secara baik menjalankan tugasnya
sebagai fungsi sosial dengan didasari nilai-nilai kemanusiaan. maka
dalam hal ini pasien harus menjadi konsumen yang cerdas.
Disamping itu BPJS perlu membuat satuan kerja khusus untuk
memberikan advokasi terhadap pasien pengguna BPJS jika

mendapatkan perlakuan-perlakuan yang bersifat diskriminatif.
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